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SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTNDUSTIRIAN

NOMOR . 44/ 1/8K/3/71995

TENTANG

PELIMPAHAN WEWEMANG PEMBERIAN IZIN USAHHA

INDUSTRI DAN SURAT TANDA PENDAFTARAN

INDUSTRI KECIL KEPADA KETUA OTORITA PEN-
GEMBANGAN DAERAH INDWUSTRI PULAU BATAM.

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. bahwa dalam rargka kelancaran pelaksancan
pemberian izin Usaha Industri di Wilayah
Otorite Pengembangan Daera: Industri
Pulau Batam, dipandang perlu dilakukan
pelimpahan wewenang pemberian izin Useha
Industri Kepada Ketua Otorita Pengembé&n-
gan Pengembancan Daerah Industri Pulau
Batam.

b. bahwa uatuk itu perlu dikelua-kan Surat
Keputusan. '

Mencingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang
Perindustrian:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985,
tentana Kewenangan Pengaturan, Pembinaan
dan Pembinaan industri:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tfahun 1987,
tentang Izin Usaha Industri:

4. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1673
tentang Daerah Industri Pulau Batam;

5. Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 1674
tentang Pokok-pokok Organisasii Departe-
men;

6. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1984
tentang Susunar. Organisasi Derartamen
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Sebagaimana telah Diubalh Beb:zrapa Ka’i
Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor
14 Tahur. 1994;

7. Kepusan Presicen Nomor 16 Tahun 1987
tentang Penyederhanaan Pemberian Izin
Usaha Industri;

8. Keputusan Presiden Nomor 96/I1 Tahun 1¢93
tentang Pembentukan Kabinet Pembanguran
VI

9. Surat Keputusar. Menteri Perincustrian MNo-
mor 286/M/8K/10/1989 io. Nom:r 13/M/8K-
1/2/1990 tentang Ketentuan Den Tatacara
Pemberian Izin Usaha Industri;

10.8urat Keputusan Menteri Perinidustr.an

Nomor £6/M/SK/5/1694 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Departemen Per.ndustrian.

M EMUTUS K AN

Men :tapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAM IZIN USAHA
INDUSTRI DAN SURAT TANDA PENDAFTARAN
INDUSTRI XECIL KEPADA KETUA OTORITA
PENGEMEANGAN DAERAH INDUSTRI FULAU BATAM.

Pasal 1

Kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengemkangan incus-
berada pada Menteri Perindustrian sesuail dengan
Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1986 dan Peraturan
Penerintah No. 13 tahun 1987.

Pasa.. 2

Menteri Perindustrian melimpah wewenéag pemberian
Izin Usaha Industri (IUI) dan surdt Tanda. Pendat-
taran Industri Kecil 8T7pikK) di Otor-ita Pengem-
bangan Daerah Industri pulau Batam, kepada Ketua
Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam

untuk dan atas nama Menteril Perindustrian, dalam
rangka peranaman modal ii luar PMA/PUDRS.
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(2) Dalam melaksanakan tugasrnya dimaksud aye: (1) Ke*tr-
Otorita Pengembangan Daz2rah Industri ulau Batam
dibantu oleh Wakil Departemen Perindustr-an vang
ditempatkan di Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam.

&

Pasal 3

Pelimpahan kewenangan sebagainana dimaksud pada Pasal 2
ayat (1) meliputi semua jenis industri yang mencakup
semta komoditi dalam lingkup jenis industri.

Pasal 4

Ketva Otorita Pengembangan Daerah Industri >ulau Ratam
nenceluarkan Izin Usaha Industri (IUI) dan 3urat Tanda
Pencaftaran Industri Kecil (STPIK) berdasarkan pada
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Indistri/Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil vang
ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 5

(1) Perusahaan industri di daerah Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam, vang ftelah memperoleh
Izin Usaha Industri (IUI)} atau Surat Ta3ida Pendaf-
taran Industri Kecil (STPIK) wajib meniyampaikan
informasi industri Kkepada Ketua Otorita Pengen-
bangan Daerah Industri Pulau Batam dengain ftembusan
kepada Menteri Perindust-ian u.p. Sekretaris Jen-
deral, Direktur Jenderal Pembina, Kepeala Pusdata
dan Pelavanan Informasi Departemen Per industrian
serta Kepala Kantor Wilecvah Departemer Perincus-
trian Propinsi Riau.

(2) Ketentuan dan tata cara penyampaian in:srmasi ia-
dustri dilaksanakan sesuai dengan peraturan peri-
ndangan yang berlaku.

Pasal 6
(1) Fengawasan terhadap peru:ahaan industri yarg telah

memperocleh Izin “Jsaha Industri (IUI) dan Surat
Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) dijilakukan

1.08



3

i

L |
R
i
-
-
it

AL s v asch

,,_,_1;{:_ .

ST

secara bersama oleh Menteri Perindustrian dan Ketua
Otorita Pengembancan Daerah Indsutri Pulau Batam.

‘2) Ruang lingkup dan tata cara pengawasan sebagaimana
dimaksud avat (1) ditetapkan oleh Menter: Parindus-
trian. ®

Pasal 7

Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri °2ulau Batam
dalam melaksanakan tugas pelimpahan tugas pelimpabhan
wewenang sebagaimana d:.maksud pada Pasal 2 ayat (1) can
Pasal 6, bertanggung jawab kevnada Menteri Periniustrian
dan wajib menyampaikan laporan tertulis untuk Xkurun
wakt: 1 ({satu) tahun, selambac-lambatnya setiap tangcal
31 Januari pada tahun berikutnva.

Pasal 8

{al-nhal vang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan
ditetapkan kemudian oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 8

surat Keputusan-ini mulai berlaku pada tanggel ditetep-
zan.

Jakarta
20 Meret 1995

Ditetapkar di
Pada tangcal

MENTERI PERINDUSTRIAN
ttd

T. ARIWIBOWO
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